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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN 

DIBAWAH UMUR, DISPENSASI, PEMBATALAN, DAN 

PENCEGAHAN PERKAWINAN 

 

A. Tinjauan Umum Pekawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan dalam istilah agama islam disebut dengan nikah ialah 

suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-

laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin 

antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua 

belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput 

rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh 

Allah SWT.25 

Pengertian perkawinan menurut islam yang di kutip M. Idris 

Ramulyo mengatakan bahwa : “ perkawinan menurut islam ialah suatu 

perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah 

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk 

                                                             
25 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan), Yogyakarta, 1986,Hlm.8. 
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keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman 

tentram dan kekah.”26 

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, memberikan arti nikah 

menurut istilah syara ialah aqad yang mengandung ketentuan hokum 

kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata 

yang semakna dengannya.27 

Pendapat Ahli Ushul, mengartikan arti nikah, sebagai berikut : 

a. Ulama Syafi’iyah, berpendapat : 

Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti akad, dan 

dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti bersetubuh 

dengan lawan jenis. 

b. Ulama Hanafiyah, berpendapat : 

Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti bersetubuh 

dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti akad 

yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, 

pendapat ini sebalinya dari pendapat ulama ulama syafi’iyah. 

c. Ulama Hanabilah, abu qasim al-zajjad, imam yahya, ibnu hazm, 

berpendapat :  

bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang 

disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam 

                                                             
26 Abdul Thalib, Hukum Keluarga Dan Perikatan, Pekanbaru, 2007, Hlm.11. 
27 Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, Fath Al-Wahab (Singapura : Su Laiman Mar’iy,T.T) 

Hlm.30. 
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kedua pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya,28 

mengandung dua unsur sekaligus, yaitu kata nikah sebagai akad 

dan bersetubuh.29 

Adapun menurut Ahli Fiqih, nikah pada hakikatnya adalah akad 

yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki 

dan menikmati faraj dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk 

rumah tangga.30 

Menurut para sarjana hokum ada beberapa pengertian 

perkawinan, sebagai berikut, yakni : 

a. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo 

mengemukakan : arti perkawinan adalah hubungan suatu hokum 

antara seorangpria dan seorang wanita untuk hidup bersama 

dengan kekal yang diakui oleh negara. 

b. Subekti, mengemukakan : arti perkawinan adalah pertalian yang 

sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk 

waktu yang lama. 

c. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan : arti perkawinan adalah 

suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang 

                                                             
28 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Di Indonesia, cet II, (Jakarta : Prenada mulia, 

2007),hlm.36-37. 
29 Chuzaimah tahido yanggo dan hafiz anshary az, Problematika Hukum Islam 

Kontemporer Buku Pertama (Jakarta : LSIK, 1994), hlm53. 
30 Ibid,hlm.54. 



28 
 

perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam 

peraturan tersebut baik agama maupun aturan hokum.31 

d. Hilman Hadikusuma, mengemukakan, : “Menurut hukum adat 

pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti 

sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat 

dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan 

ketetanggaan, sedangkan menurut hukum agama perkawinan 

adalah perbuatan suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan 

antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan 

Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga 

serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama 

masimg-masing.”32 

e. HA. Zahri Hamid, memberikan pengertian perkawinan menurut 

hukum Islam sebagai berikut : “Pernikahan atau perkawinan 

adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah 

tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut 

ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam”33 

 

                                                             
31 Eoh o.s , Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, cet.II, (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, 2001), hlm.27.28. 
32 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum 

AdatHukum Agama, Bandung, CV Mandar Maju, 1990, hlm. 8-10. 
33 Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Isalam dan Undang-undang 

Perkawinan di Indonesia, Bandung, Bina Cipta, 1976, hlm.1. 
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Menurut ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan rumusan 

pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam 

suatu perkawinan ada 3 ( tiga ) unsur pokok yang terkandung 

didalamnya yaitu sebagai berikut : 

a. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan 

seorang wanita. 

b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga  ( rumah 

tangga ) yang bahagia dan kekal. 

c. Perkawinan berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. 

Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No, 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh Abdulkadir Muhammad 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena 

dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat 

kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyrakat. Sedangkan 

ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan 

kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat 

kedua belah pihak saja. 



30 
 

b. Antara seorang pria dengan seorang wanita artinya dalam satu 

masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria 

dengan seorang wanita saja. Pria dan wanita adalah jenis kelamin 

sebagai karunia Tuhan, bukan bentukan manusia. 

c. Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat 

dari adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi 

sebagai suami isteri. 

d. Setiap perkawinan pasti ada tujuannya, dimana tujuan tersimpul 

dalam fungsi suami isteri oleh karena itu tidak mungkin ada 

fungsi suami isteri tanpa mengandung suatu tujuan. 

e. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat 

terkecil, yang terdiri dari suami, ister dan anak anak. Membentuk 

rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri 

dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. 

f. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, 

isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. 

g. Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak 

boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak 

suami isteri. 

h. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya 

perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para 

pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai 

mahluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga perkawinan 
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dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang 

dturukan kepada manusia.34 

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, 

yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan 

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawadahdan warohmah. Atas dasar pengertian-

pengertian yang dijelaskan tersebut, baik pengertian Perkawinan 

menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun pengertian 

yang dikemukakan oleh para pakar, maka dapat diketahui bahwa 

perkawinan dapat terjadi melalui hubungan yang dibentuk oleh seorang 

pria dan seorang wanita baik lahir maupun bathin. Hubungan itu 

bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, tentram dan 

bahagia sebagai cita-cita sebuah bahtera rumah tangga. 

2. Asas – Asas Perkawinan 

Dalam Undang-undang perkawinan ditentukan prinsip-prinsip 

atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan perkawinan. Undang-undang Perkawinan 

menganut asas monogami, bahwa pada asasnya dalam suatu 

perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang 

wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang 

                                                             
34 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 

1990, hlm.74-75. 
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bersamaan. Artinya dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau 

istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain.35 

Prinsip monogami ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undangundang 

Perkawinan yang menyatakan bahwa : 

“ Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria 

hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita 

hanya boleh mempunyai seorang suami. ” 

Begitu pula berdasarkan ketentuan dalam ayat 3 Surat An-Nissa’, 

maka hukum Islam yang membolehkan poligami, ternyata menganut 

asas monogami. Hal ini dapat dilihat dalam kalimat terakhir dari ayat 3 

Surat An-Nisaa’ tersebut, yang menyatakan : “Kemudian jika kamu 

takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, yang 

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. Dari ayat 

ini jelas, bahwa Allah SWT menganjurkan kita untuk beristri hanya 

seorang saja, karena apabila beristri lebih dari seorang dikhawatirkan 

tidak dapat berbuat adil.36 

Sementara itu perkawinan poligami diperbolehkan dalam hal-hal 

tertentu sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang 

hokum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun 

demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri, 

                                                             
35 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, 

Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 265. 
36 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, 

Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 266. 
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meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya 

dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan 

diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) 

yang menyebutkan bahwa: 

“ Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami 

untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki 

oleh pihak-pihak yang bersangkutan. “ 

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan terdapat asas-asas lainnya yaitu : 

a. Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), 

yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri. 

b. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga 

batiniah. 

c. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan 

undang-undang (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974). 

d. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri. 

e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari 

perkawinan tersebut. 

f. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri 

tersebut.37 

 

                                                             
37 http://blajarhukumperdata.blogspot.co.id/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-

dan.html, diakses pada tanggal 12 agustus 2016. 

http://blajarhukumperdata.blogspot.co.id/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-dan.html
http://blajarhukumperdata.blogspot.co.id/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-dan.html
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3. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan  

a. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, 

tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan tidak mungkin 

dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat 

perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan dan 

apabila ada salah satu syarat tidak dipenuhi maka perkawinan itu 

menjadi tidak sah. 

Menurut jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan 

masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, sebagai 

berikut : 

1) Calon Suami, syarat-syaratnya: 

a) Beragama Islam 

b) Laki-laki 

c) Jelas orangnya 

d) Dapat memberikan persetujuan 

e) Tidak terdapat halangan perkawinan 

2)  Calon Isteri, syarat-syaratnya: 

a) Beragama Islam 

b) Perempuan 

c) Jelas orangnya 

d) Dapat dimintai persetujuannya 

e) Tidak terdapat halangan perkawinan 
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3)  Wali nikah, syarat-syaratnya; 

a) Laki-laki 

b) Dewasa 

c) Mempunyai hak perwalian 

d) Tidak terdapat halangan perwaliannya 

4)  Saksi nikah, syarat-syaratnya: 

a) Minimal dua orang laki-laki 

b) Hadir dalam ijab qabul 

c) Dapat mengerti maksud akad 

d) Islam 

e) Dewasa 

5)  Ijab Qabul, syarat-syaratnya: 

a) Adanya penyataan mengawinkan dari wali 

b) Adanya pernyataan penerimaam dari calon mempelai 

c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari 

kedua kata tersebut  

d) Antara ijab dan qabul bersambungan 

e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 

f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak 

sedang ihram haji atau umrah 
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g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum 

empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, 

wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.38 

Dalam pasal 14 kompilasi hukum islam untuk 

melaksanakan perkawinan dalam rukun nikah harus ada : 

1) Calon suami 

2) Calon isteri 

3) Wali nikah 

4) Dua orang saksi 

5) Ikab dan Kabul.39 

 

b. syarat sahnya perkawinan diatur dalam Bab II dari pasal 6 sampai 

dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat 

berarti memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, sah 

berarti menurut hukum yang berlaku. Perkawinan dikatakan sah 

apabila memenuhi syarat dan hukum yang telah ditentukan. 

Apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib 

hukum yang ditentukan maka perkawinan itu menjadi tidak sah 

dan perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau 

dapat dibatalkan. Jadi yang dimaksud dengan syarat perkawinan 

adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, apabila ada 

                                                             
38   Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, Hlm.71 
39 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, cet.IV, Jakarta, PT.Raja Grafindo 

Persada,2000,hlm.69. 
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salah satu dari syarat yang telah ditentukan tidak di penuhi maka 

perkawinan itu menjadi tidak sah. Syarat perkawinan dibagi 

menjadi dua (2) yaitu: 

1) Syarat materiil 

Adalah syarat yang melekat pada diri pihak-pihak 

yang melangsungkan perkawinan, dan disebut juga syarat 

subyektif. Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi 

berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 12 

adalah sebagai berikut: 

a) Adanya Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 

ayat 1); 

b) Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon 

mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 

2); 

c) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon 

mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali 

ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7); 

d) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai 

wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah 

yang tidak boleh kawin (Pasal 8); 

e) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan 

perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai 
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pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak 

lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan 

untuk poligami (Pasal 9); 

f) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, 

agama dan kepercayaan mereka tidak melarang 

kawin kembali (untuk ketiga kalinya) (Pasal 10); 

g) Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai 

wanita yang berstatus janda (Pasal 11); 

2) Syarat formal 

Adalah tata cara atau prosedur melangsungkan 

perkawinan menurut agama dan undang-undang, disebut 

juga syarat obyektif. Syarat-syarat formal berhubungan 

dengan tata cara perkawinan, dalam Pasal 12 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tata cara 

pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan 

Perundang-undangan sendiri. Syarat formal yang 

berhubungan dengan tata cara perkawinan adalah sebagai 

berikut : 

a) Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan. 

b) Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan. 

c) Calon suami isteri harus memperlihatkan akta 

kelahiran 
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d) Akta yang memuat izin untuk melangsungkan 

perkawinan dari mereka yang harus memberi izin 

atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan. 

e) Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus 

memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau 

dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang 

disahkan pegawai pencatat Nikah. 

f) Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung 

tanpa pencegahan. 

g) Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi 

diperlukan.40 

4. Tujuan Perkawinan 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tujuan 

perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Membentuk keluarga (rumah tangga) 

1) Keluarga 

Konsep keluarga menunjuk pada suatu pengertian 

sebagai suatu kesatuan kemasyarakatan yang terkecil yang 

organisasinya didasarkan atas perkawinan yang sah, 

idealnya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya. Akan 

                                                             
40 K. Wantjik saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, !980 hlm.16. 



40 
 

tetapi tanpa adanya anakpun keluarga sudah ada atau sudah 

terbentuk, adanya anak-anak menjadikan keluarga itu ideal, 

lengkap, atau sempurna. 

2) Rumah tangga 

Konsep rumah tangga dituliskan didalam kurung 

setelah istilah keluarga, artinya tujuan perkawinan tidak 

sekedar membentuk keluarga begitu saja, akan tetapi secara 

nyata harus terbentuk suatu rumah tangga, yaitu suatu 

keluarga dengan kehidupan mandiri yang mengatur 

kehidupan ekonomi dan sosialnya (telah memiliki dapur 

atau rumah sendiri). 

b. Yang bahagia 

Kehidupan bersama antara suami-isteri dalam suasana 

bahagia merupakan tujuan dari pengertian perkawinan, untuk 

tercapainya kebahagiaan ini maka pada pasal 1 disyaratkan harus 

atas dasar ’’ikatan lahir batin’’ yang didasarkan atas kesepakatan 

(konsensus) antara calon mempelai pria dan calon mempelai 

wanita. 

c. Dan kekal 

Kekal merupakan gambaran bahwa perkawinan tidak 

dilakukan hanya untuk waktu sesaat saja akan tetapi diharapkan 

berlangsung sampai waktu yang lama. Kekal juga 

menggambarkan bahwa perkawinan itu bisa berlangsung seumur 
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hidup, dengan kata lain tidak terjadi perceraian dan hanya 

kematian yang memisahkan. 

d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 

Pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan 

sebagaimana telah dijelaskan unsur-unsurnya diatas secara ideal 

maupun secara yuridis harus dilakukan dengan berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya harus dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut 

oleh calon pengantin pria maupun wanita. 

Arti dari unsur yang terakhir ini sebetulnya merupakandasar 

fundamentaldari suatu perkawinan atas dasar nilai-nilai yang 

bersumber dan berdasar atas Pancasila dan UUD1945. Falsafah 

Pancasila telah memandang bahwa manusia Indonesia khususnya 

dalam perkawinan harus dilandasi pada hukum agama dan kepercayaan 

yang dianutnya.41 

Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) dalam Pasal 

3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. 

Ny. Soemiyati dalam bukunya menyebutkan bahwa: tujuan 

perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat 

kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam 

                                                             
41 Trusto Subekti, Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan, Fak Hukum 

Unsoed Purwokerto, Hlm.24. 
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rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta 

dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam 

masyarakat dengan mengikti ketentuan-ketentuan yang telah diatur 

oleh syariah.42 

Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat diperinci sebagai 

berikut: 

a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat 

tabiat kemanusiaan; 

b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih; 

c. Memperoleh keturunan yang sah. 

Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah 

perkawinan kepada lima hal, yaitu seperti berikut: 

a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan 

keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. 

b. Memenuhi tututan naluriah hidup kemanusiaan. 

c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. 

d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis 

pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan 

kasih sayang. 

                                                             
42 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang, Liberty Yogyakarta, 1982. 

hal 12. 
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e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki 

penghidupan yang halal, dan memperbesar tanggung jawab.43 

 

B. Tinjauan Umum Perkawinan Dibawah Umur 

1. Pengertian Perkawinan Dibawah Umur 

Perkawinan di bawah umur menurut agama Islam adalah 

perkawinan yang dilakukan orang yang belum baligh atau belum dapat 

mensturasi pertama bagi seorang wanita. Menurut Indaswari batasan 

kawin muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum umur 16 tahun 

bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu 

pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di 

Indonesia. 

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan 

oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya 

masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang 

Perkawinan No 1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum 

siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut 

belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan 

belum siap dalam hal materi.44 

 

 

                                                             
43 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang, Liberty Yogyakarta, 1982. 

Hal.12. 
44 Syafiq Hasyim. Menakar Harga Perempuan. Bandung: Mizan,1999,hlm.31. 
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2. Batasan Umur Melakukan Perkawinan 

a. Batas umur melakukan perkawinan menurut fiqh islam 

Tidak adanya ketentuan Fiqh tentang batas usia minimal 

dan maksimal untuk menikah, kiranya sesuai dengan pandangan 

umat ketika itu tentang hakikat perkawinan. Menurut mereka 

perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin saja, 

tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan 

kekeluargaan.45 

Dalam salah satu definisi perkawinan disebutkan bahwa 

perkawinan itu akan menimbulkan hak dan kewajiban timbal 

balik antara suami dan istri, Adanya hak dan kewajiban atas 

suami dan istri mengandung arti bahwa pemegang tanggung 

jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa, memiliki kemampuan 

bertindak hukum secara sempurna. Sehingga perkawinan harus 

dilakukan oleh orang yang sudah dewasa (baligh).Tanda-tanda 

kedewasaan (baligh) untuk laki-laki antara lain: 

1) Ihtilam, yaitu keluarnya mani karena mimpi. 

2) Tumbuhnya rambut kemaluan merupakan tanda baligh 

secara mutlak, baik menyangkut hak Allah atau hak anak 

Adam. 

                                                             
45 Muhammad Baqir al-Habsyi, fiqh Praktis (Seputar Perkawinan dan Warisan), Mizan, 

Bandung, 2003, hlm.56. 
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3) Mencapai usia tertentu, Para ulama berbeda pendapat 

mengenai hal ini, Menurut ulama madzhab hanafiyah anak 

laki-laki yang belum berusia delapan belas tahun belum 

bisa dikatakan baligh. Sedangkan menurut mereka 

pertumbuhan anak perempuan bisa dikatakan dewasa ketika 

sudah mencapai tujuh belas tahun. Mereka beralasan bahwa 

ketentuan dewasa menurut syara’ adalah ihtilam (mimpi 

basah) dan menurut mereka ihtilam tidak diharapkan lagi 

datangnya jika umur sudah mencapai delapan belas tahun 

dan karena itu mereka menetapkan bahwa usia dewasa itu 

setelah umur delapan belas tahun. 

Ulama Syafi’iah menentukan bahwa masa dewasa itu 

mulai umur 15 tahun. Tetapi ketika umur belum sampai 15 

tahun anak laki-laki ataupun perempuan sudah ihtilam, 

maka sudah dikatakan dewasa. Disamakannya masa 

kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena 

kedewasaan itu ditentukan dengan akal. Dengan akallah 

terjadi taklif, dan karena akal pulalah adanya hukum. 

Adapun tanda-tanda baligh anak perempuan bisa 

seperti laki-laki, namun ditambah dengan keempatnya, 

yaitu haidh, berkembangnya alatalat untuk berketurunan, 

serta membesarnya buah dada. Para ulama telah sepakat 

bahwa haidh merupakan tanda baligh bagi seorang wanita. 
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menurut Fiqh tidak disebutkan secara jelas batasan usia 

untuk menikah,seseorang diperbolehkan untuk menikah 

jika sudah dewasa (baligh) memiliki kemampuan bertindak 

hukum secara sempurna (ahliyyah alada’al-kamilah).46 

b. Batas umur melakukan perkawinan menurut kompilasi hukum 

islam 

Pada pasal 15 ayat (1), yaitu: “untuk kemashlahatan 

keluarga dan rumah tangga, perkwinan hanya boleh dilakukan 

calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan 

dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni calon 

suami berumur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon 

isteri sekurang-kurangnya 16 tahun.” Dan pada ayat (2), “bagi 

calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapati 

izin yang sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), 

dan (5) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan.”47 

c. Batas umur melakukan perkawinan menurut undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

Dalam BAB II syarat-syarat perkawinan pasal 6 ayat (2), 

yaitu : “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 

mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” 

                                                             
46 Aisyah Dachlan, Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama dalam Rumah 

Tangga, Jamunu, Jakarta, 1969, hlm.81. 
47 Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam : Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan 

Hukum Perwakafan, cet.II, Bandung : Tim Redaksi Nuansa Aulia,lm.5-6. 
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Sedangkan pada pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan : 

”perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 

tahun dan pihak wanitasudah mencapai umur 16 tahun. Dan pada 

ayat (2) “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini 

dapat meminta dispensasi nkah kepada penngadilan agama atau 

penjabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria 

maupun wanita. Dan ayat (3) “ketentuan-ketentuan menganai 

keadaan salah seorang atau kedua oaring tua tersebut dalam pasal 

6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini. Berlaku juga dalam hal 

permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak 

mengurangi yang dimaksud dalam psal 6 ayat(6).48 

d. Batas umur melakukan perkawinan menurut Kitab Undung –

Undang Hukum Perdata (KUHPer) 

BAB IV perihal perkawinan pasal 29, yakni : “laki-laki 

yang belum mencapai umur 18 tahaun penuh dan perempuan 

yang belum mencapai umur 15 tahun penuh, tidak diperkenankan 

mengadakan perkawian. Namun jika ada alas an-alasan penting, 

pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan 

memberikan dispensasi.49 

 

                                                             
48 Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam : Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan 

Hukum Perwakafan, cet.II, Bandung : Tim Redaksi Nuansa Aulia,lm.82-83. 
49 Penghimpun solahudin, kitab undang-undang hukum pidana, acara pidana, dan perdata, 

Jakarta, visimedia.2008,hlm.226. 
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C. Tinjauan Umum Dispensasi, Pembatalan, Dan Pencegahan 

Perkawinan 

1. Dispensasi Perkawinan 

a. Pengertian Dispensasi 

Pengertian dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu 

kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran 

terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi 

diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.50 

b. Pengertian Dispensasi Dalam Perkawinan Di Bawah Umur 

Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan 

pemberian kelonggaran kepada calon mempelai yang akan 

melaksanakan prkawinan namun bagi calon mempelai tersebut 

belum dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan 

ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab II 

khususnya Pasal 7 ayat (1) 

Apabila penyimpangan terhadap ketentuan pada Pasal 7 

ayat (1) maka diterangkan pada Pasal 7 ayat (2) bahwa 

penyimpanagan terhadap Pasal 7 ayat (1) haruslah dimintakan 

dispensasi kepada Pengadilan dan sebelum mengajukan 

permohonan izin menikah di pengadilan terlebih dahulu kedua 

                                                             
50 Poerwadarminta. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai 

Pustaka,hlm.357. 
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calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari 

kedua orang tua. 

Jadi dispensasi dalam perkawinan di bawah umur 

merupakan pemberian kelonggaran untuk melakukan perkawinan 

kepada calon mempelai yang belum mencapai syarat umur 

perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk pihak pria mencapai 

umur 19 tahun dan untuk wanita mencapai umur 16 tahun yang 

seharusnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan  untuk 

melaksanakan perkawinan namun karena alasan tertentu maka 

perkawinan tersebut diperbolehkan/ diizinkan.51 

c. Syarat Pemberian Dispensasi Dalam Perkawinan Di Bawah Umur 

Pemberian dispensasi dalam perkawinan di bwah umur pada 

dasarnya dapat dilakukan apabila terdapat syarat-syarat antara 

lain sebagai berikut: 

1) Telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan. 

2) Karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan 

manusia. 

 

 

                                                             
51 Tri wijayadi, dispensasi pengadilan agama dalam perkawinan di bawah umur, skripsi, 

universitas sebelas maret Surakarta,  2008,hlm.37. 
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Prosedurnya sebagai berikut : 

1) kedua orang tua calon mempelai yang masih dibawah umur, 

yang masing-masing sebgai pemohon 1 dan pemohon 2 

mengajukan permohonan tertulis kepengadilan. 

2) permohonan diajkan ke pengadilan ditempat tinggal para 

pemohon. 

3) permohonan harus memuat : identitas para pihak (ayah 

sebagai pemohon 1dan ibu sebagai pemohon 2), posita 

(alasan-alasan yang mendasari diajukannya permohonan 

serta identitas mempelai laki-laki/perempuan), petitum (hal 

yang dimohon putusannya dari pengadilan) Dalam hal ini 

dispensasi dalam perkawinan di bawah umur dapat 

diberikan kepada calon mempelai yang telah terpenuhi 

rukun sahnya perkawinan dan pemberian dispensasi 

tersebut bertujuan untuk kemaslahatan kehidupan calon 

mempelai meskipun syarat sahnya perkawinan belum 

terpenuhi.52 

d. Tujuan Pemberian Dispensasi Dalam Perkawinan Di Bawah 

Umur 

Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam perkawinan di 

bawah umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak 

                                                             
52 Tri wijayadi, dispensasi pengadilan agama dalam perkawinan di bawah umur, skripsi, 

universitas sebelas maret Surakarta,  2008,hlm.37. 
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melaksankan perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi 

syarat sahnya perkawinan yaitu belum mencapai umur sesuai 

dengan yang diterangkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974, namun karena adanya tujuan untuk 

kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan 

dapat diberikan kepada calon mempelai. 

Jelas sudah bahwa tujuan pemberian dispensasi terhadap 

perkawinan di bawah umur adalah untuk kepentingan 

kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dengan 

pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bahwah umur ini 

sehingga dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam 

kehidupan yang akan dijalani calon mempelai.53 

e. izin perkawinan 

izin kawin ialah untuk perkawinan yang calon suami atau 

calon isteri belum berumur 21 tahun dan tidak mendapatkan izin 

dari orang tuanya. 

Prosedurnya sebagai berikut : 

1) calon mempelai laki-laki / perempuan yang umurnya belum 

21 tahun dan tidak mendapatkan izin dari orang tuanya, 

mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan. 

                                                             
53 Tri wijayadi, dispensasi pengadilan agama dalam perkawinan di bawah umur, skripsi, 

universitas sebelas maret Surakarta,  2008,hlm.38. 
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2) permohonan diajukan kepengadilan ditempat tinggal 

pemohon. 

3) permohonan harus memuat : identitas pihak caoln suami 

dan isteri, posita dan petitum. 

2. Pembatalan Perkawinan 

a. Pengertian Pembatalan Perkawinan. 

Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang 

Perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 termuat 

dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan pasal 28, diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Pelaksanaannya ( PP No. 9 Tahun 1975) 

dalam Bab VI Pasal 37 dan 38, serta diatur pula dalam Kompilasi 

Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)) Bab XI 

Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. 

Pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan 

bahwa: perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak 

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. 

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu batal 

karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun 

jika perkawinan itu terlanjur terlaksana maka perkawinan itu 

dapat dibatalkan. 
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Menurut Yahya Harahap arti Pembatalan Perkawinan 

adalah : 

Tindakan Pengadilan yang berupa keputusan yang 

menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah 

(no legal force or declared void). Sesuatu yang dinyatakan no 

legal force; maka kedaan itu dianggap tidak pernah ada (never 

existed ) oleh karena itu si laki-laki dan si perempuan yang di 

batalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai 

suami isteri.54 

Pengertian pembatalan perkawinan tersebut dapat ditarik 

kesimpulan yaitu: 

1) Perkawinan dianggap tidak sah (no legal force). 

2) Dengan sendirinya perkawinan dianggap tidak pernah ada 

(never existed). 

3) Oleh karena itu, antara laki-laki dan perempuan yang 

dibatalkan. perkawinannya dianggap tidak pernah sebagai 

suami-isteri. 

Pembatalan perkawinan diatur dalam bab IV Undang-

Undang No.1 Tahun 1974. Masalah pembatalan perkawinan 

berkaitan dengan berbagai pasal dan ketentuan yaitu: 

                                                             
54 Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Indonesia, Medan, Cv Zahir Tranding Co. 1978, 

hlm.71. 
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1) Pembatalan Perkawinan terkait dengan syarat dan rukun 

nikah. 

2) Pembatalan Perkawinan terkait dengan masalah larangan 

perkawinan. 

3) Menyangkut masalah perkawinan poligami. 

4) Bahkan ada sangkut pautnya dengan pencatatan 

perkawinan yang diatur dalam Bab II serta tata cara 

perkawinan yang terdapat dalam ketentuan Bab III 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.55 

b. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan. 

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan 

perkawinan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974, yaitu: 

1) Para keluarga dalam keturunan garis lurus keatas dari suami 

atau isteri; 

2) Suami atau isteri 

3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum 

diputuskan 

4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-

Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan 

                                                             
55 Yahya harahap, 2001. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7/ 

1989, edisi ke dua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.142. 
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hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi 

hanya setelah perkawinan itu putus. 

Yahya Harahap berpendapat mengenai pejabat yang 

berwenang untuk mengajukan pembatalan selama perkawinan 

belum diputuskan, diartikan bahwa jika telah ada putusan tentang 

permohonan pembatalan dari orang-orang yang disebut pada sub 

a yaitu para keluarga dalam garis lurus keatas dari suami atau 

isteri dan sub b yaitu dari suami atau isteri dalam Pasal 23 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pejabat yang 

berwenang tersebut tidak boleh mengajukan pembatalan 

perkawinan. Pembatalan juga dapat dimintakan oleh Jaksa sesuai 

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam hal 

perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang tidak 

berwenang, wali tidak sah atau tidak dihadiri oleh dua orang 

saksi.56 

Pihak-Pihak yang dapat mengajukan pembatalan 

perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 

73, yaitu: 

 

                                                             
56 Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Indonesia, Medan, Cv Zahir Tranding Co. 1978, 

hlm.73. 
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Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 

adalah : 

1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan 

kebawah dari suami atau isteri; 

2) Suami atau isteri; 

3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan 

perkawinan menurut Undang-Undang; 

4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya 

cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum 

Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 

tersebut dalam Pasal 67. 

c. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan. 

Alasan pembatalan perkawinan diatur dalam beberapa 

pasal, Perkawinan dapat di batalkan apabila tidak memenuhi 

syarat-syarat yang sudah ditentukan (pasal 22 UU No. 1 Tahun 

1974), Alasan pembatalan perkawinan juga diatur dalam Pasal 

24, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 

Pasal 24 Undang-Undang No 1. Tahun 1974 : 

“ Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan 

salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya 

perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang 

baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan 

Pasal 4 Undang-Undang ini. “ 
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Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 : 

1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat 

perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak 

sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) 

orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para 

keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau 

isteri. 

2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan 

alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah 

hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat 

memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai 

pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan 

harus diperbaharui supaya sah. 

Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 : 

1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan 

dibawah ancaman yang melanggar hukum. 

2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan apabila pada waktu 

berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai 

diri suami atau isteri. 

3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka 

itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 
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(enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami 

isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan 

permohonan pembatalan, maka haknya gugur. 

Menurt Yahya Harahap pengertian ancaman yang 

melanggar hukum adalah pada hakekatnya untuk menghilangkan 

kehendak bebas (vrijwillig) dari salah seorang calon mempelai. 

Pengertian lebih luasnya adalah merupakan ancaman kekerasan 

yang bersifat tindak pidana yang dapat menghilangkan hakekat 

bebas seorang calon mempelai. Kemudian salah sangka yang 

dimaksud dalam hal ini adalah salah sangka (dwaling) mengenai 

diri suami atau isteri, jadi orangnya atau personnya, sehingga 

salah sangka itu tidak mengenai keadaan orangnya yang 

menyangkut status social ekonominya.57 

Pembatalan perkawinan diatur juga di dalam Kompilasi 

Hukum Islam, yaitu pasal 70 sampai dengan pasal 76, tentang 

alasan pembatalan perkawinan disebutkan dalam pasal 70, pasal 

71 dan pasal 72. 

 

  

                                                             
57 Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Indonesia, Medan, Cv Zahir Tranding Co. 1978, 

hlm.76. 



59 
 

Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa 

Perkawinan batal apabila : 

1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak 

melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat 

orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya 

dalam iddah talak raj’i. 

2) Seseorang menikahi isterinya yang telah di li’annya. 

3) Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi 

tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isterinya tersebut 

pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi 

ba’da al-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa 

iddahnya. 

4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai 

hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat 

tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu: 

a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus 

kebawah dan keatas; 

b) Berhubungan darah dalam garis keturunan 

menyamping yaitu antara saudara, antara seorang 

dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan 

saudara neneknya; 
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c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, 

menantu dan ibu atau ayah tiri; 

d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, 

anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman 

sesusuan. 

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam Suatu perkawinan dapat 

dibatalkan apabila: 

1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin 

Pengadilan Agama; 

2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian 

diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud; 

3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam 

iddah dari suami lain; 

4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, 

sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974. Kecuali ada dispensasi 

dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 

kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 

5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau 

dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. 

6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 

 



61 
 

Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam: 

1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan 

permohonan pembatalan perkawinan apabila 

perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang 

melanggar hukum. 

2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan 

permohonan pembatalan perkawinan apabila pada 

waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan 

atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. 

3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah 

sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka 

waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup 

sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya 

untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka 

haknya gugur. 

d. Akibat Pembatalan Perkawinan 

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah 

Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan 

berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Adanya keputusam 

pengadilan tersebut berarti perkawinan dianggap tidak sah dan 

dengan sendirinya dianggap tidak pernah kawin. Namun dalam 
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Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap : 

1) Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini 

dimaksudkan untuk melindungi anak-anak yang dilahirkan 

dari perkawinan tersebut agar mempunyai status hukum 

yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua mereka. 

2) Suami atau isteri yang beritikad baik kecuali tehadap harta 

bersama, apabila pembatalan perkawinan berdasarkan 

adanya perkawinan lain yang lebih dulu. 

3) Pihak ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-

hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang 

pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

Segala perikatan hukum di bidang keperdataan yang dibuat 

oleh suami-isteri sebelum pembatalan perkawinan adalah 

perikatan yang sah dan dapat dilaksanakan kepada harta 

perkawinan atau dipikul bersama oleh suami isteri yang 

telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung 

menanggung, baik terhadap harta bersama maupun 

terhadap harta kekayaan masing-masing. 
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3. Pencegahan Perkawinan 

Berdasarkan Pasal 13 UU Perkawinan No. I Tahun 1974 suatu 

perkawinan dapat dicegah berlangsungnya apabila ada pihak yang tidak 

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Tujuannya 

Untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang oleh hukum Islam 

dan peraturan perundang-undangan. 

a. Syarat-syarat perkawinan yang dapat dijadikan alasan untuk 

adanya pencegahan perkawinan disebutkan dalam Pasal 20 UU 

Perkawinan No. I Tahun 1974, yaitu: 

1) Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) yaitu mengenai 

batasan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. 

Apabila calon mempelai tidak (belum) memenuhi umur 

yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, maka 

perkawinan itu dapat dicegah untuk dilaksanakan. Jadi 

perkawinan ditangguhkan pelaksanaannya sampai umur 

calon mempelai memenuhi umur yang ditetapkan undang-

undang. 

2) Melanggar pasal 8, yaitu mengenai larangan perkawinan. 

Misalnya saja antara kedua calon mempelai tersebut satu 

sama lain mempunyai hubungan darah dalam satu garis 

keturunan baik ke bawah, ke samping, ke atas berhubungan 

darah semenda, satu susuan ataupun oleh agama yang 

dianutnya dilarang untuk melangsungkan perkawinan. 
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Dalam hal ini perkawinan dapat ditangguhkan 

pelaksanaannya bahkan dapat dicegahkan pelaksanaannya 

untuk selama-lamanya misalnya perkawinan yang akan 

dilakukan oleh kakak-adik, bapak dengan anak kandung 

dan lain-lain. 

3) Pelanggaran terhadap pasal 9 yaitu mengenai seseorang 

yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak 

dapat kawin lagi kecuali apabila memenuhi pasal 3 ayat (2) 

dan Pasal 4 tentang syarat-syarat untuk seorang suami yang 

diperbolehkan berpoligami. 

4) Pelanggaran terhadap pasal 10 yaitu larangan bagi suami 

atau istri yang telah kawin cerai dua kali tidak boleh 

melangsungkan perkawinan untuk ketiga kalinya sepanjang 

menurut agamanya (hokum) mengatur lain. 

5) Pelanggaran terhadap pasal 12 yaitu melanggar syarat 

formal untuk melaksanakan perkawinan yaitu tidak melalui 

prosedur yang telah ditetapkan yaitu dimulai dengan 

pemberitahuan, penelitian dan pengumuman (lihat 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).58 

 

 

                                                             
58https://kuliahade.wordpress.com/2010/03/31/hukum-perdata-pencegahan-dan-

pembatalan-perkawinan/, diakses tanggal 30 oktober 2016, pkl 15.30 wib. 

https://kuliahade.wordpress.com/2010/03/31/hukum-perdata-pencegahan-dan-pembatalan-perkawinan/
https://kuliahade.wordpress.com/2010/03/31/hukum-perdata-pencegahan-dan-pembatalan-perkawinan/
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b. Pihak yang dapat melakukan pencegahan : 

1) Keluarga garis lurus ke atas dan ke bawah. 

2) Saudara. 

3) Wali nikah. 

4) Wali pengampu. 

5) Suami atau isteri (lain) yang masih terikat perkawinan 

dengan calon suami atau isteri tersebut. 

6) Pejabat pengawas perkawinan. 

c. Prosedur pencegahan. :  

1) Pemberitahuan kepada PPN setempat. 

2) Mengajukan permohonan pencegahan ke Pengadilan 

Agama setempat. 

3) PPN memberitahukan hal tersebut kepada calon 

mempelai.59   

d. Akibat hukum:  penangguhan pelaksanaan perkawinan  dan 

perkawinan tidak dapat dilangsungkan, selama belum ada 

pencabutan pencegahan perkawinan bahkan menolak untuk 

selama-lamanya suatu perkawinan dilangsungkan. 

Cara pencabutan dengan menarik kembali permohonan 

pencegahan perkawinan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah 

dan dengan putusan Pengadilan Agama. 

                                                             
59   http://elisa1.ugm.ac.id/chapter_view.php?HKU.304_Hartini&692, diakses tanggal 30 

oktober 2016, pkl 15.30 wib. 
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Catatan : 

Berdasarkan pasal 20 UU Perkawinan No. I Tahun 1974 pegawai 

pencatat perkawinan tidak boleh melangsungkan atau membantu 

melangsungkan perkawinan apabila dia mengetahui adanya 

pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan 

Pasal 12 Undang-Undang ini. 

Bahkan pegawai pencatat perkawinan berhak dan berkewajiban 

untuk menolak melangsungkan suatu perkawinan apabila benar-benar 

adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini (Pasal 21 ayat (1)).60 

Penolakan Perkawinan 

a. Penolakan dilakukan oleh PPN, apabila PPN berpendapat bahwa 

terhadap perkawinan tersebut terdapat larangan menurut UUP. 

b. Acara : 

1) Atas permintaan calon mempelai, PPN mengeluarkan surat 

keterangan tertulis tentang penolakan tersebut disertai 

dengan alasannya. 

2) Calon mempelai tersebut berhak mengajukan permohonan 

ke Pengadilan Agama (wilayah PPN tersebut) dengan 

menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut untuk 

memberikan. 

                                                             
60https://kuliahade.wordpress.com/2010/03/31/hukum-perdata-pencegahan-dan-

pembatalan-perkawinan/, diakses tanggal 30 oktober 2016, pkl 15.30 wib. 

https://kuliahade.wordpress.com/2010/03/31/hukum-perdata-pencegahan-dan-pembatalan-perkawinan/
https://kuliahade.wordpress.com/2010/03/31/hukum-perdata-pencegahan-dan-pembatalan-perkawinan/
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3) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan 

acara singkat dan akan memberikan ketetapan berupa : 

menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan 

perkawinan tersebut dilangsungkan.61 

 

                                                             
61 http://elisa1.ugm.ac.id/chapter_view.php?HKU.304_Hartini&692, diakses tanggal 30 

oktober 2016, pkl 15.30 wib. 

http://elisa1.ugm.ac.id/chapter_view.php?HKU.304_Hartini&692

